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FERATURAI{ BUPNfi $MfiOSOBO
NOTOR 1 TAHUTI 2O'O

TEHTAI'IG

PEOOtrtAt* FELAKSA}*&*!**LeKA{il I}*f* Uffi}*
I(ABUPATEiI rcMOSOBO TTHI'I* ZGTO

BUPAn WOnO$OAO,
a. bahura unfuk rnehkmnakan ketentun Pasal ll Peraturan Daemh lGbupaten

Wonmobo Nomor 11 Tahun 2006 tenbng Alokasi Dana Desa dan untuk
meningka&an kualitas dan efuktivitas pembangunan pedesaan, diperlukan
kebfakan pningkffin kemampuan keuangaa des;

b. bahwa pengelolaan Alokasl Dana Desa harus mampu m6n$*selerag
pencapaian tujuan pembangunan daerch, sefiingga perlu penyelaragan dan
sinkronisasi antara perencanaafi pernMngunan dasa &ngen Frencanaan
lebupahn s6mra komprehenrif;

c. bahu€ berdasarkan pertirnbansan pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Oana
Desa;

1. UrdangUndang Nomor 13 Tahun 1$50 tentang Pembentukan Daerah-daerah
(abupaten &lem Lingkungan Propimi Jawa Tangah;

2. Undangi.Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lenbaran
Neg ra Repubtik lndonesia Tdrun 1999 F{ornw 75, Tamb*ran Lernbarat
Negara Republik Indoneia Nomor 35851);

3. Ufrdefigt-Uriddfrg flOrriof 17 TefiUfI ZfiAS tgilt{ng Kgugilgen N€gdr€
(Lembaran Negam Republik lndonesb Tdrun 2003 Nomor 47, Tambahan
l-embaran ilegnra Repblik lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Flomur 10 Tafiun 2004 tentarg Femtenfil€n P6rEruian
Faundmg-undangm (Lanharm fqae Repntblik lndsmia Tafiun 20S4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik tndoneia Nomor4389);

5. Urdaag-undang Nomor 15 Tahun 20S4 tmtaag Pemedksaan Fengrelolaan
Taflggilnq Jarcb Keuarqan ilqma {t-erhryan f€gara Republik lndonesia
Tafiuft 20M nbrnor S, Tan*aftan tembtren lhgala Repubfift lndonesta
t{omor4400};

6. Undang-undang Homor 2 Tdrun 2004 tenBq $isHn Peirstcataan
Pernbangunan l,laeionEl {Lernbaran f.lesara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tarnbahan LeffIbaran Negpra Republik lndonesia i$omor4421);

7. Un&ng-unt*ang Nomor 32 Tafun 2004 ter*ang Pernerintahan &erah
(Lernbwan l*egara Reprblik lndorresia Tahun 20Bl Nomor 125, Tamhfran
Lembaran t'legara Republk lndonesia f{omor a€7}; #agairnana telah
beberapa kali diub*r, ter"akhir dengan Undang-undsrlg N6mor 12 Txhun 2008
tentang Ferubaftan Kedua Ata* Undang-tlndang Fbrnor 32 T**un 2004
tentang Psnerintaftan Oaeldr (Lernbaran t'legaffi Republik tndonsia Tdrun
2008 Nornor 59; Tambahan Lembaran Negara Rgpublk Indoneeia t'lomor
4&44);

8. l}rutatg-Undang t*omor 33 Tdrun 2004 ter*ang Perimbangan Keuangan
antara Pernerintah Ptsat dan Pemerin$han Drerah (Lem,baran Negara
Republik lndofie$ia Tahun 200,4 Uomor 126, Tanb*sr Lembaan ltqaa
Republk lndonesia Nomor 443S);

9. Psaturan FemerinEh Nomor 68 Tahun 1999 Entalg TaE Cara Felaksa*aan
Pemn Serta ttJhyaakat da&am Penlehrqgman f't€gara (Lembaran Negara
Repub&k lndon*ia Tahun !ffi Homor 129, Tahbatlan Lemhran Negara
*epublk lndonesia nomor3866); -

i0. Feraturan Femerintah iriomor 58 Tafrun Z00S ErtHrgl Fgtgektffit lGuangran
Oaerdr (Lembaran hlsgaa Rqublilt lnftrreb Tdtun 2ffi5 t&nor 139,
Tarnbahan Lembman NqaraRepublik lndonesia ilcmor ffi77);

1i. Feraiuran Fetnen:nbtr fiornor 72 lahun 2ffi5 ientang ilesa (Lernkran
H€gm Republik lr#rpsia Tahun 2005 l*ornor 18, Tamhftan l-ernbaan
t*egam frepublik lndonesia Nornor 4587);
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MENETAPf(AN

.12 Per&nan liergi Ddar ilegeri t{srEr 5 Tdfitt 19ff EnHtg Ttmtfr*t
Feftadafiaraan Dqpa Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dam Baang Deerah;

13. Peraturan Menteri D*alam Nqeri l,lornor 30 _Tahun, 2006 tentaflg Tata&ara
flenyerefian Urumn Femertntahan tcaOu@nlkbe (epada Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 hntang Pedoman
Pengelolmn Keuangan Desa;

'15. Feraturan Daerah Kabupaten Wonmbo Nomor I Tahun 2006 E*tang
Pedoman Penyusunan Organis*i dan Tata Kefa Pemerintah Oesa
(Lembaran Daemh lGbupahn Wonosobo Tahun 20ffi Nomorg $e{i E Nomor
5);

16. Peratur:an Daereh K$upaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Keuangnn KeBah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
l(abupaten WonosobqTahun 2008 Nqmcr 8);

17. Peratutan Dffiah K$upden Wonogobo hbmor 4 Tdtun 2O08 ffirtg
Perencanaan Pembangunan Desa {Lembaran Daerah KabuFaHT Wonoobo
Tahun3008 Nomorg);

18. krduran Daerah l6upnten lfsonosobo iltomor $ Tahun 2008 tentang
Pembenfukan Lembnga Kemasyard<atan Desa (Lemhran Orerah
lkbupaten WonomboTahun 2008 Nomor 10);

19. Peraturan naerah Keupden Wonwobo t{ornor l0 T*un 20ffi tentang
Sumber PendapaHr Dsa {Lernbaran Daemh lGfuupaten Wonmobo Tdtun
2008 Nqmor 13);

20. furaturar krah l(abup&n \Albncobo Nomor 1'l Tahun 2006 Entang
Alol(si Dana Dffi (Lemharan Daereh l(abupEt€fi Wonoeoho Tahun 2006
Nomor 12 $eriE Nomor9);

MEMUTUSI(AN:

: FERATURnN BUFNTf TEITTNIIG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOI<nSi DNTIA
DESA KABUPATfN WONOSOBO TAHUN 2O1O

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengiertian

Pasal 1

Daiam Peraturan iniyang dimaksud dengan :

1. Daerghadalah Kabupaten Wqnosobo.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daeran sebagai unsilr penyelenggaa

pemerin&fran daerah.
3.

4.

Bupati adabh Bupali Wonosobo.

Badan P.eqberdayaan iltasyarakat dan Desa adalah Badan Pernberdayean Masyarakat dan Desa
Kabupaten lNonosobo.

Dinas Pendapahn Pengelolaan Keuangan dan Aset Daefrah yang sdanjutrrya disehut DPPKAD
adalah Dinas Pendapatan dan Pengdslaan Keuangan Aset Daerah lGbupaten V\Ionowbo.
Carnat adalah perangkat daerah yang nrempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam
lGbupaten Wonosobo.

Desa adalah yang ilBruBekan keatuan rnasyaralrat hukum yang qemfliki bahs-batas wilayah yang
benrenang unfuk meng*lr da* mengurus keg$ingnn masyaak* setern@ berdasakm md ustl
dan add isitiadat se*empdyang did<ui dan dihsmatidalryn Sistern FernerinHen Negffi Kwtuan
Repu$ik lndons$ia.

pemerintahan desa.
Badan Pemrusyaramratan Dea yang sdanjutnya disingkd BpD adalah lembaga yaq me"rupakan
perwujudan &mo{<rasi dakrn penyebnggnraan pemerfntaftan desa sehgni unsur penyelenggnra
pennrinBt€n desa.
lGpala Desa adalah kepala pernerintatr desa sebagni unsur penyebnggara permrintahan desa.

Perangkd deea adal* unsur pemefinHr dma yang terdiri dari sekref;aris desa dan perangkd
desa lainnya.

5.

;
D.

7.

L Pernerintafian Desa adalah penyel*qgaran urusn pernerin afian cCefi rernerir*ah desa dan &adan
permsyamaratan Oesa ffim meng*ur dan arcflgurus kppentingen mayaralet setempat
&rdasrlcan *l usul dan det istiadat Eetern$ yang d4kui dan dihonmti dalam $istem
Penerintatpn ilegnra t(wflpn Republik lndonesia. tg. Pemerintah Desa adatah kepcla desa dan perangkat desB sebaga{ unsur penyelengrgaa

10.

1'1.

12.



't3- Atlggafat rgroatrHr Er rrcialF Lrffiar yalg EErrsErF oEq.E f,-r''J w. srar rEErra
kalangan tafrunan derah yang dibtapkan berd*arka perafrran daer$ Erbrg ailg6laral
pendapatan dan belanja daerah,

{4. A{o@Si OdrE Oesdi }Erng Se&nrijufriyd dr15€l5ut AOD adgldfi lrantugn k;euangan ddfr pd,ii€frntdn
Kabupaten Wonosobo kepada pmerintah desa yang ber*al dart APBD Kabupabn Wonoeebo,
dimaksudkan untuk membiayai program pemerinbh desa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan den pemberdayaan maryarakat.

15. Peraturan Desa yang selaniufiya disebut rerdes adahh peratura* yang dihnhrk oleh Badan
Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama KeBala Des.

16- Peraturan KeFh ilesa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bereifat merqafur delsn rangka mebksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi-

17. Rencana Fernbangunan Tafiunan Desa selanjuhya disebut Rencana (eria Femhangufian Desa
(RKFDesa) adalah dokumen perencafiaan desa unhrk Beriods 1 (satu) tahun yang dibtapkan
dengan Keputean Kepala Desa.

18. Keuangan desa adalah sernua hak dan keivajihan desa baik yang dapat dinilai dengan uang
tennasrfi didalarnnya ryala bentuk kekapn yarg berhubungan dengnn hak dan kewajiban desa
&mebut.

19. Fernqnng kd<lesaan pengelotaan desa adalah kepla desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelengga*al kmluruhan pe*gdolaan keuangan dea.

20. Pelakeana Teknis Pengdolaan Keuang*n Dem yang sdaniutnya dtsebut PTPKD daHt perangkd
desa yang difuniukoleh Kepda Desa urduk rnelaksanakan prgdolaan keuatgan &sa

?1. Bendahara de$6 adalah pemngkat yar4tr ditunjuk rneneriml menyimpan, memhyarkan,
menyetorlcan, mensbr.lsahaksn, dan mempertanggrmgiambftan rfng datam rangka petaksnaan
APBDesa. \

22. Kas deea adslah tempat penyimpanan uang de*a yang ditentuhra obh l(epda Dsa uhtuk
menanpung seluruh penerinrar desa dan digunalen urfuk membayasluruh perqduaan esa.

23. Rekening kas desa adalah reftening tempat penyimp*an uang desa yang ditenfukan oleh Kepata
S€tr ufr&it m€frgfiiFufig f,€lurufi Fnerimgefr' aESe dan' dgufr5kafr uf,fi.* m€m5dy-f Sdluiufi
perqelmran desa @a tuan* yang ditetapkan.

24- Barang milik & a#ah s€mre barang yang dibeli atau dipefideh atas beban APBDesa atau
berasal dari perotehan lahnya yang sah:

25- Lern@a Pernberdayan fifr*yaakat Desa yang danju*rye dbin$<* LFt& da{afi lem@a #u
wadatr yang dibentuk das pr*alsa masyarakat s#gr* mitraFsnerir#r S6sae{afi} rnenartp-mg
dan mesrujudkan aspirasi eerta kabutuhan masyardcatdi bidang @nbffigfirnen.

2S. fiabr P€rlberdsyen Ma*yumkat yang selaniuhya dbingkd XPfri adahh anggob mmyara*at
esa yang memiliki pengetahuao, kcrnauan dan kemampuan untuk nenggerakkan mreyarakat
Oerp*ls*pasi dalam pernberdayaan masyarakat dan pembangunan prtisipatif.

27. Nilai Bobot Dsa adalah nilai yang menur$ukkan tingkd ksnardiria dan ke$tran de$6 dakn
rnengdolaADD.

28. Surd Perrnintaan Penuairan Uang yang eelaniufrya disingk* SppU ada+ah dokumen yang
dit€rbitk€fi oleh- bendahsra &sd ufituk Senceiilsn {rsfig guna pem'baya:rar*egiatdn des6.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang Lingkup PelaksanaanAlokasi Dana Desa meliputi:
a. pengatokmian keuangan ADD;
b. pensgunmn keuangan ADD;
c" perqolohn ADD;
d. pembinaan dan pengawasan ADD;
e. sanksi dan penghryaan;
f. kerugian keuangan ADD.

Bqgian Kdtga
Tujuan Alokasi Dana Desa

Paeal 3
Tujuan Alokasi Dana Desa adatah :

a. menangguiangr kemiskinan Oan mengurangn xwriangau
b. meningrkafrtan percncanaafi dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdryaan

masyaraka(
meningkdkan psnhargunsn inftastruktur @esaan;
meningkatkan penganrahn nilai-nihi ke4nman, sosial budaya dalarh rangka newuiudkan peninglcatan
sosial;
meningkaftan ketsnfaman dan ketertiban masyarakat;
meningkd<an Sayanan pada mmyarakat desa dalam rangrlre pengemHtgan kegi#n so'$id dan
ekonomi masyarak{

c.
d.

e"
f.
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menirgkd€n perdap#n de dan ,"uyrydesa meHui Batut t saha ffiffi(Dea{Bilfir IrH}-
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Eaqhr-Ke;rnsst
Prinsip PendbHlGuangan ADD

Pasal 4
Pengelolaan keuangan ADD merupakan sat kesatuan dengan pengdolaan keuangan dea.
Pengelolaan keuangan ADD dilakukan secara tertib dan taat pada k*fthrst per*uran perundang-
undangan, eftktif, efisien, ekonomi$, transpamn, dan bertanggun$anah dengan mernperhatikan asa*
keadilan, kepsilrtfin, dan ftenraflfa#fl untuk masyarakat

BAg II
PENGALOKASITAN KEUANGAN ADE

Bagian Pertama
Asas Umum Pengalokasian Keuangan ADD

Pssal 5
{1) Pengaloka**rn keuangan ADD rrntuk nesingrmaing desa dtdasarkan @a asas pemerataan dan

keadilan.
Pemenataan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang

sama unf,rk setiap desa, ymg *lenjufiyadisbxt*lcil€si Dana Desa Minimd (ADDM).
Keadilan sebryaimana dimaksud pada ay*(t) ada*#r Btrnya bryian aloka* danadesaber&arkan
nilai boQgt dega {BQx) yang dihilu4g dengan rumus dan indikator tertentu, yang sdanjufiya dis*ut
Atoftmi kna Bwa Proporsional (ADDP).

{a} kamya prssenee perbandingan antam asa$ pemera&n dan keadilan sebagninrana djrnaksud pada
ayat {2i dan ayst (3), a&lsh gOfU sebesar 5O% (lima puluh perseratus) dari iumlah ADD dan ADDP
getearS0 06 (lima pulufi persereftus) dariiumlah ADD.

Bagian Kdua
Nilai Bobot Desa

Pasal 6
(1) lndkabr untr* nenghitung nilai boffi dsa sebagaimana dirnaksud dalam Faml 5 ayat (3) sebagai

bedkut:
a. jumlah penduduk;
b. luaswilryah;
c. prosentase pmasukan Pai* Bumi dan Bangunan;
d. kondisi masyarakatnya miskin;
e. lehknya brpencil (keteriangkauan);
f. leilerbeh*anganpendidikan;
g- ser€ru den prqgqrarha yang h$ahs;
h. pereficanaan ADD;
i. pelaksanaan ADD;
i. pertanggungjawabanAOD;
tndikator s&Egrimana dims*sud pda ayst (1) seFguimana tercantum dahm lrmpimn I pmatumn ini.
t*lihi bo6ot dem berdasarlcn pnghitungan indikator sebegaimana dimd<sud pada ayat (t) dite*apkan
dengran Keputrsan Bupati.

Bagian Ketiga
Besaran Atokasi Keuangan AOD

eesanan atrrttasi keuangan noD oeroasa*"n HlLilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat
(1) dihitung dergan flrmus sebagni berikut:
ADDP = NilaiEohot De6a x 50 % Jumlah ADD Kabffi
Jumtah alokaei keuargan ADD yang diterima ti*tiry desa krdesarkan ases Frnem*aan dsn kdilan
sebagiaimana dimal€ud pada ay* (1) diteH$(sn dengal Keputusff Bupaff.

BAB III
PENGGUNAAN KEUANGAN ADD

Pasal I
Keuangan deea yang bersumber dafi ADD digundtan untuk rnendanai kegi#r deaa dalarrr rangka
penyetenggaraaan urusan pernerintahan yang mer{di kerenangan desa.
Penggunaan keuangan ADO sa@atmana dimaksud pada ayat (1), sebagni baikut:
a. 30% {tigaprluh perserd.re} digunakan untuk belania operasbnal pemerin&h desa dan BPD;
b. Z0o/n (tuiuh puluh perser*s) digunakan untuk belanja kqiatan pemberdayaan masyarakal

g-
h.

(1)
(2t

{21

{3)

' {:}\_./ 
(3)

({}

(2)

(1)

(2)

4



Betanjaor""offi Desaddr BPD '
Pasal I

Behnla operasional pemedntah desa s*agaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) huruf a adalah bglanja
yang dgun*an oleh pemerinHr desa unfuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan yang mendukung
kelancsran penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari kelompok belanja:
a. belanja tidak langsung;
b. belanja langsung

Paragraf 1

Belanla Tidak Langsung

Pasal 10
(1) Belanja tidak langsung sebaggimana dimalqsud dalarn Pasal I huruf a adalah belanja desa yang

dianggarkan tidak ted<ait secara langsung deng n pelaksanaan prqlram dan kegfldan.
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari meliputi :

a- betanja pqawai;
b. belanja banten keuangan;dan
c. belanja tidak terduga.

Pasl11
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan korrrFerssi dalam

bentuk:
a tufijengdr yang di0eriksn kepada afiggots lrmhagn keanreyara*atan desa;
b- tunjangnn yang diberikan kepada anggota Linmas;
c- tunjangan yang diberikan kepda kader pemberdayaan msyarakat s4erti kader posyandu, kader\- KBlPpKBDlSub PPKtsO, satgas GSl, kader PAUD, tutor keiar pket, pengasuh TPA/ penginjil, dan

lain-lain sesuai dengafi kebutuhan desa.
{2) Penerima tunjangan sebryaimana dimaksud pada ayat (1) Ud* dibenartan menerima rangrkap
. lgnjangan.

(3) Eesarnya trrtiffignn sebagairnane dimaksud pada ayat €) di<*asarkan pada pertimbangan yang obyektif
dengan mernperMt:kan kemampuan keuangan desa,

Pasal 12
(1) Belanja bantuan keuangan sehegaimana dimdtsud ddam Pasd t0 ayd (2) huruf b digun*an untuk

menganggakan bantuan keuangan ddarn rangka peningk&n kentanpuan keuagan.
(2) Betanja bantuan keuangan sebagaimaila dimaksud pada ayd (1) digund€n unh.rk menganggnrkm

bantuan oper*io*al kegiatan:
a. lembaga kenmyarakatan desa;dan
b. bmbagelorganiusi pemberdayaan masyarakat desa.

131 Lemnagdorganisasi seOagaimana<tirnaksud pAa ayat (2) frurut b mdiputi :

a. organisasi kepemudan;
b. kelompok tani;
a TFQ;

- d. kelompok kesenian;

\*/ t. posyairdu
g. kelompok belajar paketlt paket 8, paketC;
h. satuan GSI;
i. organisasi pemberdayaan ma$yarakat desa yang lain.

(a) Besamya bantuan Olaya opemsloruai teg&n sekgaimana dimai.rsud pada ayat fi) dilciasarfan pada
k€tefitian per#$tan perun&ng-undangan dan pertimbangan yang obyektif diresuaikan dengan
kemanpuan keuangan de*e setelah tem@a kemaqamkatan desa, den lembaga/organisasi
prnMayaan masyarakat desa dimakeud mengnjukan rencana kegiatan.

r Pasal 13

{1) Belanja tidak terduga sebagaim'ana dirndcud datam Preal 10 6yd.Ql. huruf c merupakan belarda untuk
kegiaffir png slHnya tidak bie$a atau tidak dih*rykan berulang rryrti penanggutangan hncana
ahm dan bencana aoeial yang tidak diperkirakan sebelumnya, tsrrnaEuk pengemhalian atas kelebihan
penerimmn desa hhun-tahun s*elumnya yang telah ditutup.

(2) Kegidan yang bersi'fat ticid< birea seb{gaimana dtun*$u{i pada ayei iti yaitu unnrk wrggap aarur*
ddam rafigka pencegnhafi gan$$uan terhadry #bilik pc*ryebryaraan perrwirt&m @ri
tffii&nya ksmarafl, ke{e*rtrarran dan ke{ertiban ma*ymk*di desa,

{3} Pengwr&lbn atas kdobitrsri Be*erirnm* dssa hlundahun s#urnnya yarNg telaf} diefiup
se@ainrana dtona**d pae apt (1) harus didukurq dargnn bu*ii-bukti yeng sah-

{4} Fengg{rrwn behnia tidakteduga *ebegeimana dimaksud peda ayat (1} oleh ltepaH desa setelah
rn€ndapat pelwtuiuan SpD dan mehporkan hasilnya kepada Supati melalui Camat



(5) Eesarya DeEqa utax HrfiEa Fda @ (I, GoalrEl Fd. perurErqFr
figan d6a, rnd<simal 5 Yo flirna persdus) dad

Paragraf 2
Belanja Langsung

Fasal 14
(1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasl I huruf b ddah belania desa yang dianggarkan

terkait seca€ langsung dengan pelaksanaan pro[fam dan kegiatan psnerintafi desa-
(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:

a. belanB pegauai;
b- belanja barang dan jasa;dan
c. belanja modal.

Pasal 15
(1) Belanja Pegawai sebagnimana dimaksud dalem Pasal 14 ayat (2) huruf a digunakan untuk pengnluaran

honorarium/upah dalam mdd<sanakan program dan kegia&an dmantara lain :

a. horor yarq diberilmn kepda kffila dese sehagni penarggurgja*aab penge&rlaan keuangan desa;
b. tonor yang dihrikan kepada eekretads de* sebagai koordinator pehksanaan pengelolaan

keuangan desa;
c. honor yang diberikan kepada bendahara desa;
d. honor yang diherikar kepada pengelota barang milik desa;dar
e. honor yang diberikan kqda pefugae pemungut penerimmn desa,

Fasai i6
(1) Be*ania bmng dan jrea s#gairrana dimdcud dahm Pasal 14 ayat (2) huruf b digunakan untuk

pengeluaran pengadaan baang yang nilai rnanfaatnya kurang &n 12 (dua bels) bulan dan/atau
pem*aian jasa d*am metaksan*an program dan kegiatan pemerintah de$a.

(2) Pengadaan barang dan/abuiasa *b4aiman*dimd<sud pada ayat(t) mend<up:
a. belanja barang pakai h*is;
b. bahan/material;
c. jma kanbr{airminum dan listrk);
d. perauetan kendaraan bermdor;
q. oetak/penggandaan;
f. makanan dan minuman rap{
g. makanan dan minuman tarnudesa'
h. pakaian dinas dan a$ibutrrya; 

I

i. paka&an khusus daa hari*ad ffientu;dan
j. priabnan dinas.

Pasal 17
(1) Belanja modal se@oimana dimd<*ud ddarn Pasal 14 €yd {2, huruf c Cl$rnabt ure* Wqduaan

yang dilakukan dalarn rangka peng&an atau pernbmgrunan aset teep berw{ud yang rnempunyai nilai
manfaatlebih dari 12 (<tua belas) bulan untuk digunakan dalarn kegi#n pemerint*an des, antaru lain
itt€lipr,rti:
a. nrcda{ FngBden Fralatan karfur seprti meein hihrng, nlesin tik, hbung pemedarn k#karan,

dsb;
b, modal pengndaan perlengkapan ksntor seperti almari, filling kabinet, ll,hib board, penunjuk rraktur

ds'U
c. modd prgadaan kompuGr seperti komputer/pc, lap toB, printer, $caner, cpu, morniior dsb;
d- modal pengadaan mebeuleir seperti meja kerja, mqja rapat, kursi tarnu, nak buku dsb;
e. m&l pengt&n peralatan dapur seperti kornpr gaq bbung glrs, piring/gelas, dsb;
L modat pengaean aht-a#shrdio seprti kamera, handycam, &b;
g. modal pengadaan aH-aht komunlkasi s€perti telephon, radio SSB, mdio, televisi dsb.
Nilai pengadaan abu pembangunsl a$et t€trap benrujud eebagaimana dim*sud pd6 ayat (1)
dianggarkan dalam hla{a rnodd hanya seh*a hqts beli Mrgrunad#.
Bela{a dninisffa*i pagadaan atau pernbangunan ur$k memgahh s€*iap asd yarg dkxrgryltat
pada bdanja modal sebagaimana dimdesud pada ayat {t) dtangg*an @a belanja baang dffi iasa.

@ian lGdua
Behnia OperasionalBPD

Pasal 18
Belanja operasional BPD sebagaimarra dintaksud dalam Fasd S ayat (z|huruf a daHr belania yang
digunakan oleh BPD dalarn rangka menidankan tugss, kewajiban, h* dan wapenanglya, yafq tedili
daii:
a. belania tidak langsung;
b. belania langsung.

yang obyelGT disuaikan derqar kanampuad
besarnya biaya operasional pemerintrahan deba.

1

a,

(3)
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F- (Z' rtgsamyaBgalrEoFffiEln LrsaDagE FryatlrffiF*rlCpErrErgff
obyeldif sesuai dengan lernarnpan keuarnanlH dengan kffi n m*# 25 % {&ra puluh linra
perseratus) dari belanja operasional pemerinEh desa dan BPD.

Paragraf 1

Eelania Tidak Langsung

Pas?rl lg
{1) Belanja tidd< langsung Sagaimana dirnaksud ddam Pasal 18 ayd (1) huruf a digunal€rr untuk betanja

pegawai.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang represenhi dan tunjangan

pimpinan dan arqgffi BPD.
(3) t eng represenhsi adahh uang yang diterima ar{rgota BPD sehubungan dengan ptakmnaan rapat

BPD-

{4) Besamya tunjangan dan uang rqresenki yang di&rima anggota dan pimFiran B'PD tlidaartan pa&
asas kepafutan dan pertimbangan obyektif serta kernampuan keu*gan desa

Paragraf 2
Betanja langnung

Pasal 20
{1) Belanja langsung sebqainnna dirnaksud dalarn Pasal 18 ayat (t) huruf b adalah blanja yang

dianggarkan terkait ffira langsung dengnn operasional kegiatan BPS, berupa bdania baeng dan
jasa.

{2} 8elaft}s Bmrg &n }*e scfiqefmana dirnaks{d ayat (1} digurskan unfi.tk pengeluaran pengsdaan
barang yang nibi nnnMrya kumng dari 12 (dua bela) buhn dan/ #u pemakaian jesa dalam
nrebksanalen progmm dan kqiatan pemerinhh desa.\-/ (3) Pengadan barang dan/ atau jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nnncakup :

a. bdmja barangpakai h.abis;
b- cehUpenggendaan;
c. makanan dan minuman rapaf,
d, pakaian€eragam;
e. perjalanan dinas.

Bagian Ketlga
Belanja Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

{1} B€*ania pembedayaan nrasyae*at s@6irana dimaksud dalam Preal I ayd t2} huruf b digunakan
untrk mendanai kqi#n desa yang bersht melindungi dan meningkatkan kualihs kehidupan
mayarakat &hm upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mengembangkan sistem iaminan
sosialsmuai dengan uflrsafl pemerintahan yangmw{adi kantenargan desa, dengon prioritds:
a penanganan kemisklnan dar patgembangafi ekonomi Elcyat
b. pembangunan infrastruktrf
c. penyelqnggaraan pemerintahandesa,

- (2) Belania Pembedapn fteasyarakatmbagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari kelompok behnja :

.' a. belanja tidak tangsung;
b. belanja langsung.

Paragraf 1

Penanganan Kemiskinan dan
Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pasal22
(1) Be&enia perxmganan kemiskinan dan pengemhngan *onomi rakyat sehgaimana dimaksud dalam

Pasal2t ayat (1) huruf a diprioribskan untuk rnelaksanakan urusan perterintahan:
a. bidang k6,shatan;
b. bidang pendidikan dan kebudayan;
c. bidang sosial;
d. bidang pemberdayaan peremFuan dan perlindungan anak;
e. bidang keluarya hrerrcana &n keluarya sejahtera;
f. bittang pertanian dan ketahanan pangan;
g. biltang pertambangan enelgi dan sumber daya mineral;
h. bidang kefiutrytan dan perlcerhunan;

i. bidang perindusffian dan p@a*gan;
j. bidang koperasi, usahakecildan menengdr;
k bidangpetxaflsrrannlodal;
t bidangketeregpkerfimndantransmig*asi;
m- bktang lingkungan hidup;
n. bidang perumahan dan pemukiman.



(1)

t,e(larilya aorffi qala unul( w 6r perlgEnrDrr ExllElB rsa(ra|
sehgaimana dirn*sud pada ayat {1) didZHrtan atas perfimbangan obyettif sesuai daqan
kemampuan keuangan desa dengan ke{erltuan minimal 307o dari besarnya bdanja pemberdayaao
masyarakat

PaEal 23
Pelaksanaan uru$an pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf a digunakan untuk peningk*an pelayanan kwh&n dalam rangka meningkafien derajat kqda
masyarakaf antara lain melalui:
a. memberi kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan merehabilita* potinde#PKD;
b. fmilitasidan memotivasi plaksaruaan gerakan sayang ibu dan gerakan desasiaga;
c. fasilihi kegiatan peyandu;
d. fffiilitasi pengelolaan dana sehal
e. penyelenggaraafl upaya sarana keeefi*an ceperti fasilitasi pembangunan jamban dffi sal$Bn

pernbuangafl air limbah tenrtarna kgi kelompok miskin dan rertan;
f. fasilitaei kegiatan penqahan peayalahgunaan natotika dan zat adiktif.
Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan ebagaimana dimalqsud ddant
Pasal 22 ayat {1} h$n"rf b digurmkar untuk penunhsan wajar dkdas sembilan tshun, penunbsan buta
aksara*rta pengembangan budaya baca, antana lain melalui:

fasilitasi kegiffin pendidikan anak usia dini;
memberi konfibusi unfuk mdengkapr, merard dan m#r&ilitasi wma pendidikan pra sekddt
dan dasar; sryerti gedung, meubel, kornpuhr, dan s*ryairrya;
me-rnberi kontribusl unfuk penyediaan bahan bdajar seperti buku pegangan sisna;
fasilitEsi @rdirian, mAergkspt, mer€Mett dan merefiab{litasi tafitan @
masprakat;

e. t€rsilltsi dsn memotivsi kebl?pok-keto'dpo* behiar yang ada di dese;
Pel*canaan urmem pemerir*ahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat {1} huruf
c digunakan untuk penanganan masalah soelal di desa, artara lain rnelalui :

a. memberi kontribusi untuk rnengurusi, menyantrni fid<ir miskin, orang Erlank dafi penyandang
masalah ksejahrtsaan sosial di desa;

b. fuilitasi petstifmn ketamplhn bagi fakirmi*kin dan penyan&ng resa{ah {reseiafitoraan sosial;
c- ksilihsi pehksanan kqiatan org€fiisasisosial di dsa;
Pehksanaan uru€an pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
se@aimane dimaksud dalam Passl 22 ayet {1} hurut d digunalcan untuk peningkatan kualitas hidup,
perlin&rngan pefempuafi, perm serk dm k#ran genderdedarn Hnharr$un6n, anka lain m#ui :

a. fasilitasi @atihefi manajemen u$ahabasi rereffiH.lafi dalam memgffia u$aha;
b. faEilita*i peldihan bagi ibu rumdt tangsa dalarn mernbargrun k€luagta seid{ora;
c. {ffiiliffii upglta perlin*mgan erha{hp perempuan dan anak dari tin&k kekemsan;
d. fsilitasi lrcgi&n organisasi per€mpuan di tingkatdesa;
e_. penguatankelembagaan dan pening atan kapasitas orgsnlsssi perempuan.
Felaksanaan urusen pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluaga soj*rlera sebagaimafie
dimaksud ddam Pffit f2 ayat{t} huruf e digun*an unt* menunjang gaad<an pe$g€rddian Feflduduk
dan upaya mevujudkan kduaryasejahtera. antaa lain melalui:
a. membsi kontrih*i unfulr genyediaan akt konfasepai @i ketuarga miskin;
b. f*ilibi pemsarmn kqiatan Kelompd< Bina {eluarga 8aliE, Bina Keluarga Remaia dan Bina

Xsluarga lansia;
c. menrberi kontribmi untuk pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga;
Fdaks*naa* urusan psrsinHran bidang gtanian dm keffiranan pa$gan sbqdma*a d*makud
dalam pasal n. ayat {1) humf f digunakan untuk peningkatan produk*i dm praduklivih pertanian dalant
rangka rnmrujudkan ketahanan pangan tingkddesa, yangantara tain mdalui:
a pengen6sngnn lumbung pangan desa;
b. Gasilihi peffianaan kqi&n kelornpok tani;
s. fu$ilita$i pengernbangan temak, ikan serh ta*aman pan5pn dan hortkuhura terutama Ugi

kelompokmiskin.
Pelaksanaan urusafi p'erfierintafian bidang pertambangan energi dryt sumH day* mineral
sebagaimana dimaksud ddam Pasl 22 ayat (1) huruf g digunakm untuk rnembina, mengsur*i dan
menertibkan kegiatan pertrmbangm ralryat sert* perluasan jaringian listik rnasyarakat, mtrara lain
rnehlui:
a. penyrm$fian peratulan tha mengenai kegiatar pertambangan bahan galian C;
b. moniffi*ng, e:*a{umi dan pelaporan dampak kerusaksfl li*gkungar akibat ke$aBn pertambargan

rakyat
c. fasilitar$ pens#aan jairigan liSik mmyaaftat
Fdaksanaan urusan penrcrint**r bid*rg laehutanan dan pe*ehunan eeb4aimana dim*std dalant
Pasal22 ayat {1} huruf h digunakan untuk mempercryat $paya pm*lihen dan pelesfiafe* }irgkungan
Iridup, anbralain melalui :

a. pembmtan kebun bibit desa;
b. fasilitasi kegiatan kelompok tani hutan-

(2)

?.
b.

c.
d.

{3}

(4)

{5)

(6)

(7)

(8)



daHn W2. qrd(1) trrnrf i OEr*ar irdusfii tundr ta€a rHr @wr
serta perdagangan di desa, arffia lain mela[pi:
a. fiemhEnftl nrenirqk$kan kormampuan prudrksi bagi inftlsti rumah tangga dan tmejirran, Sepertf

tesilihsi lerrffnptenakses modal, ketarp{lan, rnanaiemen usaha dan pemasaran;
b- fuilitasi modal usaha Uagi pedag€ng terutama &ri ketrrmpok miskin.

(10)Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasell 22 ayat (1) huruf j digrurakan untuk pengcrnkngan keperasi usdra t<ecit Oan
menengdr didesa, anba lain rnelalui :

a. membantu meningkatkan kemanrpuat poduksi kehmpok usdra ekonomi prduktif; sepertt fasilitasi
leernsrpuan d<ses mM, ketrampihn, rrarmiemen usaha dan pemasgran;

b. nernbantu mening{<atkan *emampuan r.eaha koperasi 6esa, UED^SP, dan sejenisnya.
(1l)Pahlesanilsn un s.m penrerinEhan bidang pensn€man mdal sebagairnam dimaksud dalam P*a|22

ayat {1} huruf k digunakan urrtuk menrfmilita*i pernbwian mdEl kepada BUMDeOa.
(12)Pelaksanan uru$an pemerintahan bidarq kdanagdewiar dan tra*ffilgrsi sebqaimma dim*$!d

dalam Pa$alA ayat (1) huruf I digunakan untrk peningrkatao kualibdar @rldiviffi teilrya kerja di
desa dan peningkatan kecempffir kerja ar*ara lain melalui :

e" tffiilitasi pe*didikandan @ihan keframpihn @i pencari keria di desa;
b. pelatihan kwirawahaan.

(13)Fd6ksanaan_urusan pemerir&lun bidang lingkungan hirtup sebagairnan.a dimaksud dalBm Pasal 22
ayat (1) huruf m digunakan untuk rnengendalil€n pefisftftm dan perusakan lingrkungmr hi&p, anka
lain melalui:
a. memberi kantibusi untuk pmgenddian kenrskan hutan dan t*ran;
b. memberi konfibusi urtuk lrrnrservasi sumherdaye air dan pe*rgwdalian kenrs*an sum&r-sumber

air,
(il)Pehks*nmt uru$afl pemerintahan bi&ng pernukirnan dan perumshan mbegairneng dimak*ud datrm

Pasal 22 ayat (1) huruf n digumakan unfuk membrdayakan komunk pemukiman dan memhangun
Hngkungnn rundr sehal enhra lain melalui :

a- rnembangun, merehabilitmi dan meme4ihara prrasarana dan s€uafia penn*iman;
b. ftef,nbangun, merduhilita$i $q1 memelihera rynana dan wanapemalqry*an;
c. fasilfha pemugnmn rurnaft tidak hyak huni, teruhrna bagi lehnrpok miskin dan rentan.

Pasal 24
(1) Segala kegi$an 5png krsiH memberikan modal usaha kepeda orang/lwnbaga tain ddam bentuk

uang adalahpengrduaran perfihiayaan yang rnmpakxr sattr l<es6&an dahrAPBOesa.
(21 Setiap pengeluarffi pesnhbyaen s$agaimana dlmaksud ay* {1} di#$ d€stgdt per*.#Hr (rea.

Parqraf 3
Pembargunan InMuktur

Fasal 25
{1} Belania pernbangunan infta$ukhr sebagaimana dimaksud dalffii Pasd 21 ayat (1) huruf b

diprioitaskan untuk melaksanakan urusa* pemerintahan :

a. bidang penataan ruang;
b. bidang pekeriaan umum;
c. bidang pefiuburqan.

(2) Beamya alokasi dana untuk pernbangunan infrastrukh,rr sebagaimana dimaksud @a a)fiat (1)
didasarkan atas pertimbangan ohyektif ssuai dengnn kefir€unpum keuangan dee dengan kdentuan
maksimal 4006 dari besarnya belanja pernber@6an mayar*at

(3) Kegiatan yang merupkan belanja pe,mhangrunryr infrasrfukbr @aimana dimd<sud pda ayd (1)
dEesuaikefi dergsn prioritas kebuhrhan desa.

Pasal 26
(1) Pelaksarumn uruslm pernerintahan bidang penataan ru6ng sebagairnana dimaksud dalam Pasal23 ayat

(1) huruf a digunakan untuk rnsen@nakan tata ruang dq, antara tain melalui :

a. penyu$rnan pereficarlaan dan keh{akm tenHrg penyusunaf tata barqunafi dafi lingrlcungmr desa;

.:: =p.. 
{asilihsi peningkaHt peran serE masyad<atdalam psrefl€nasn dan pngenda}ian t*tanxmg.

{2} fueaksarem urucan penrerirglan bi&ng pelteriaan umum *hagaimana dirnaksud dahm pesat 25
ayEt (1) tt11{ b digurnel€n unhd< rencr*rryi kebutuhan air bersih rnffiyarakat yang belum teriangkau
iaringan PDAM, irigmi perbnian, serta nreningka$ran akses transportasi guna mendukung
perkembangan perekonorniar desa, antara lain mdalul :

a. pengadaar, rehabilitrei da*pEmelih*affiiainpr air bersitr sradaya mxyaral@
b. Fmha€unan, rehabilitasi dan Fneliharar jatngan irigasi, dam dffi ernbung @.
c. pemhanglunan, peningk*an dan pemelihaaan jalan lingkungnn, jal*n ank dusun dan jalan anta

&sa;
d. pembangunan, peningk#n dan pemeliharaan Fmbatan;g. pem$argurian &n perulihaem salumn drrainase iahn;f. pembangunan dan pemdiharaan turry dan talud jalan.



(4' rletd(SAEn lsrrSt pemenmilal Dirang gItrtE rrgilt seDagErlrEa GIEilEfl[ daxilt Pasai z5 ryd
(1) huruf c digunakan untuk menin$€0qn-Rges fansptrta$ gr,rna rnendukung pertenrbangat
perekonomian desa, antara lain melalui : '
a. pembefislign tenninal desa;
b. pengadaan tanda lalu linhs di desa.

Paragraf 4
Penyelenggaraan PemerinHran

Pasal2T
(1) ehnia penyebnggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c

dprioritaskan uriluk rnelaksanakan urusan pernerintahan :

a. bidang plitikdalam negpri dan administrasidesa:
b. bidang otonomi desa;
c, bidang pariwisata;
d. bidang pertanahan;
e. bidang kependudukan dan caffin sipil;
f- bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
g. bidang perencanaan;

h. bidang penerangan/ info.rmasi dan komunikasi;
i. hiclang pemuda dan olah raga;
j. bidang statistik;
k. bidang arsip

{2) Besamye aftckasi dona unfid( penyeknggaraan pernerrntshan sehaguirnana dimaftsud @a ayat (1)
didasarkan ah pertimhangn obyeldif sesuai dengnn kemampuan keuangan desa dengan ketentuan
minimal30 % defi besamya belafija pemberdayaan mesyaraket.

Pasat 28
(1) Pelaksanain urusan pemednHrar polltik dalam negeri dail administrasi desa seOagaimara dim*sud

dalam Fasal2l ayat (1) huruf a digurrakan untuk mendukung penyelengrgaraan pernerintahm des dan
penlfig*€&an k€pasitso lembaga kemasyaka&an d,esa, anEra hin melslui;
a penpdiaan sfiterfta dan pmsana apartur pemerinbh desa;
b- pembngunanlrehabilthi/pningkatan sarana dirn prasalana pemerintahan desa.

(2) Pelaksaftaan uruaan pemerintahan otonomi desa sebagaimana dinpksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf
b digunakan untuk mstingkaff<an kapesitm kelembqaan perfierirttafian k dahn penyelerggaaan
otonomi dma, antara lein melalui :

a. Esilitasi pendjdikan dan @dihan Kepala Desa dan Bdan Permusyanraratan De*a;
b. fffiiliki pendidik$ dan geHihan Peranglcat Desa;

(3) pebl$ar€sn unsan pemerintahan bidang pariwlsata sehgaimana rlimaksrd dahm Fasal2T ayat (1)
hun$ c diguruakan unfuk rnengembanglen ni[ai dan keragraman budaya, antara hin meblui :

a. fusilitasi pengembangan kegi*an ketompok*.elompok seni dan budrya yang ada di desa;
b. fasilitasi penyelenggarffin Hival dan perffi sani desa-
c. pengembangan obyek pariwisda desa.

{4) Pelaksanaan urusan pemertntahan btrang prtanahan sebagaimana dimaksud dal*n pasal2T ayat {1}
huruf d dlgunakan untuk mewujudkafl tertibdministr*i perhnahan di desa, yaitu melalui:
a. fasilitasi raaaajemen (penatean dministrari) pertarehan berhasis masyarakat
b. sertifikrei hnah kre desa;
c. pengadaan Huh kas desa.

{5) Pelaksan*il} urusar pemsintaten hidang kepen&.rd.rkan dan cdakr sipil $@ainrana dimaksud
dalam Fasal 27 ayat (1) huruf e digunakan untuk pendaan admini$asi kepsrdudukan, an&ra lain
mela i pelwd'*n &npdaporar lependuduftm dan cdat*n sipiL

(6) Pelalcanaan unsan permintahan bidang kesailran barqsa dan perlindungan nuasyariakat
s$agaffiilH di$alsud daHfii psal 27 ayst (1) huruf f digunel€n untuk m€ntuludl€n ke$ia@gaan
ma+yandtat&iam meniaga ke@nhaman dan ketertiban rnaslrffifiat ankra Hin metalui :

a. fasilihi kegi#n pilkada;
b- peningkatan kmiapiagian satua*r linmae deEa ryanti pendklilean dan pelatlran, peflg*arr

$arana prasarana.sttan linmas d*n seb4ainya;
e pentungunsrl refraoiiimi r*n pemetiiwaan dos l(esiapiagaanrpcs kamling mmyarafat;
d. fasi,ihi kegia8n yang be*aitan dengan keamanan lingfiungan desa.

(7) Pe*aksaman un6ar penerinbhan bidarq parencaraan se.bagaimara dirnalqsud dalam Pmal 27 ayat
(1) huruf g digunakan untuk perencarraan pembangunan dasa dan pengembangan wilayeh perbatasan,
antara lain mdalui :

e. pelaksenaan ffiulnenbafig fifig[(# dusun;
b. pengernbangnn prtiEiB*i masyarakat dalam pefiyustlnan APB Oea rnelalui rfiusrenbangdesa;
c. kmrdirmsi penyehmian rnasahh perbahcart antrr desa.

10



(8, FetaGilrAr uru&rn psneiltrdErt irlEmasr daE #oGtllEelsr s€oagFrrrilla
dimaksud dalam Paserl27 ayat (t) huruf h -diffiakan untuk paqembangan strafia dan peningk#t
sumhr daya manusia di bidahg (omunkasi dai intormag, yani anbra hin melalui :

€. peifibiftaan dan pergembia'rgan jartrqun dan sumber daya komrntkmi dan informi*st
b. penyebarluaml inform*i pembangunan desa.
c. pehtihan perangkat d+sa dalam bidang komunikasi dan iniormasi.

(9) Pelaksanaan urusan pemefinhhan bidang Femuda dan ohh raga sebagaimana dimaksud dafam Pasal
27 ayat (1) huruf i digunakan untuk ms$ngkatkan perarr pwruda dalam pembangunan desa dar
prestasi olah raga, yang entartl lain melalui :

a- fasilitasi kegiatan organisasi kepenru@n;
b. membatqun, nerehabilihi dan rrerrelihara sararu dan prasarana okh r-aga masyaral<al

tl0petaksarmn unm.m penwinbhan bidang strtistik s$agaimana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf j digunakan untk pengembangan data $tatistik desa antara tain melalui penyusunan,
pangumpulan dan pengolahan data prufit tldsa.

(11)Pelaksanaan urusan pernerintahan bidang a*ip seryaimara dirn*s*d d*am P#a127 ayat {1} huuf k
digunakan untuk pnyelamahdan petegim dokumenlarEip desa yang enka laln metdui :

a. kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dar penyusunan sistem katalog d# de*a;
b- pengaean safiaila penyimpanan arsip desa,

Pqragraf 5
Belanja Tidak Langsung

Pased29
Belanja tidak langrsurg,*agalrnatm dirnaksud dakm Fs$al2t ayd (2) huruf e sdterh bdania des yarg
dianggarkan tidaktBrl€it smra langsu*g dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

a. betanla hibah;
b. belania bariluan sosial;

Pasal 30
(1) Belania hibEh sebagaimana dirnaksud dalam Pasal !9 huruf a .digrlnakan untuk menganggarkan

pemterhn hibah dahrn &ntuk uang, barang dan/ahu j,asa kepada lembagn pendidikan seperti PAUD,
SD, Ml, TPQ, $ekohh Minggu stelah dibtapkan perunt"rkannya.

(2) P€rfiberian hihafi rebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihk$anakan abs persetujuan bersama kepala
deeadan BFD yang diteEpkan dengan naskah perianjian hibah.

{3) Dalarn rangka pertanggungiffr&n ke*rangan, Frcrima hibah sebryaima*a dirnderd pe ayat {1}
wdih mefiyemFaikar laporan @ftggrufigiamhffi penguunefl hihah yefig diGrirfi* l€pe k€Ha
desa.

{4} Be*enia hibah sefiagraimana dirnaksud @a ayat (1} bersitat bantuan yang tidak mengilet dan tidak
secar* terus rngnerue dan harus digun*an ee$uai perspren yang ditehphn dalam n*kah
perlanjlan hibah.

Pffial3t
{1) Belanja bantuan sosial sehagairnana dimaks*d dalam P6al 29 huruf b digunakan untuk

rnenganggarkan bantuan dalam beottrk uang danlatau barang ke@a penyandang rnasaHt
keiseJahteraan sosisl dan/atau lembaga yang rnelakukan kegiatan sosial dan berh{uan un&k
pening{<aEn lrcseiahteraan masyarakai

(2) Penyandaflg r€eahh kemjaleraao se@airnana dim*sud pada ayat (1) merupd<an uerga desa
ysng secar€ nyzta dan dhkui oleh oleh RT, RW dan dusun setempat sebagai penyandang maealah
kesejahteraan ffiial, sperti a*ak cacat andt ffialta, ofiang jompo,uetita hrna suslla, gd#rdalgaT
dan pengemis, fakir mi*in.

(3) Lem@a yang rndakukan kegiatan sosial dan hrtujuan untuk perdngkdffi keseiahteraffi mryarak*
so@lnuna dinekserd ayd (1) antafa hin berue hmhga pryuyr.rban kematian,

$) elanjs ban&lan ssial @aimana dirralsud pada ayat (1) didasarkan p6da perduran perundang
undarqnn d*n pertimb*ngan yang obyektif dismusikan dengan kenmmpuan keuangan des serta
diberikan sscara $et€fttif dan rnerniliki keida*n peruntukanaya"

{5) Pecnberi#t hantum sosial @ain6rra dimd<sud &larfi ayat (1} dib&sanatcffi # persetupal
bs.rwfia kepala desa dan BPD.

(6) Dalam rangka perkngigungjaraban peld<sanen APB Desa, pnerima dana banfiJafi sosid
se@aimam dimaksud pada a)€t (1) uaiib nrnprpikan laporan pertanggungiairaban perqlgunaan
dana yang diterinra l<e@a kepah deea.

Faragnaf 6
Belanja Langsung

Pasal 32
(f) Bahnia larqsung ss@aimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan belania desa

y6ng difiggarkan terkait €eeara hfigsung dengan peleksanaen plografir dan kegiatan pemberdayaan
rnasyarakat.
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{2, r,pE'l'a raEErrrg sFgilnila ([ra(sua pqtgSIU Eum oan r ,a. belania pegautai;
b. belanja barang dan jasa; I
c. betahrb modaL

Pasal 33
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a digunakan unfuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan progam dar kegiatan pemberdayaan maeyarakat.

Pasal 34
(1) Bdanp harang dan i,asa sebagairnana dlmaksud dahm Pasal 32 ayat (2) huruf b digunakan untuk

pengeltmran pengadaan baeng yang nilai man*aatnya kurang dari 12 {dua belas) bu}an danlatau
pemakaianiasa da*am melaksanakan program dan kegiatan pembedayaan masyarakat.

(2) Fengodaan barang dan/dau jasa sebagaimanadim*sud pEds syat(1) rre*icakup:
a. belania barang pakai habis;
b. bahan/material;
c. cetaUpenggandaan;
d. sewa sarana mobilitas;
e. sewa aH berat
f. sana pdengkapan dan perahtan kantor.

Pasal 35
(1) Belanja modal sebagaimana dimaks*rd dalam Pasd 32 ayat (2) huruf c digrunakan untuk pengeluann

guna pengadaan atau pembangunan aset tetap bemujud yang mempunyai nilai ma#mt tebih dari 12
(dila bela*) bulen dalam kqgiabn pemberdayaan masyarakd, antara lain rnelipnrlf:
a. modal per€H$aan tanah;

\- b. modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;- c. modalpengadaan alat-alat bengkel;
a. modal perqadaan peralakn kanbr seeerti medn hihrng, mesin tik, tabung psnadam keb*aran,

dsb;
b. modal pengadaan perlengkapan kanbr seperti almari, filling kabinet, white board, penuniuk waktu,

dsb;
c. m*l pen$a*en komputer sryrti kornputer/pc, hpiop, printer" s@ner, cpu, monitor dsb;
d. rnodal pengadan mebeubir seperti meja keria, meja r4at, kilrsi Emu, rak buku dsb;
e. modsl pengedaan peraldan dapur s€perti komporgag tabung gas, pifing/gdaS, tl3b;
f. modalpengadaan alat datstr<tiosqerti kaqera, handycanr, dsb;
d. mdal pengadaan alat-alat komunikasi s,epeftitelephon, radio ssb, radio, televisi dsrb;
e. modal pengardaan alat-alat ukuc
f. trm&lprq*aan konstruksi jalan;
g. modal pengadan konsfuksi jerbatan;
h. modal penga .daan konstruksi jaringan air;
i- modal pengdaan penerrangan jalan;

t. modal pengadaan kons$uksi bangiunan;
k. modal pengadaan buku/kepustakaan;
L modalpengudaanbetuorakkese*arlkebudayaan;
m. modal pengadsn he*an/hmak &n tanaman.

\.r, €) ililai pengtraail asu pemhanguflen a6et tetap borwujud sehagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
<lianggarkan dalam belania modal hanya $ebesar harga betibangunan/met.

(3) Bdania administrasi pengadaan atau pembangrunan untuk rnsnperokh setiap aset yang dianggarkan
pada belanja modal sebagaimana dimaksud pda ayat (1) diangga*ar pdabelania barang dan jma

BAB IV
PENOEIOURRN ADD

Bagian PcrtEm6
Perencanaan

Pasal 36
(1) Perencanaan kegiatan desa 1mrry bersumber dari ADD dilalsanakan mehlui musyawarah rencana

perrhngunan deoa {'Musrenbargdes} khuren yang hasilnya dituangkan dabm dokumen RKP Desa.
(2) Dakurnen Rl{P Desa diiadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan ADD.
(3) Rincian Femggunaan ADD s€bagaimana dimaksud ffia ayal. (21 merupd(*I stu kes€ltuan den$aii

dokumen rancargan AFB Desa s*agaimana dia&ur ddam lreffiian Murm BWdi !t\rsn@o
Nomor2 Tahun 2008 tentang Pedornan Pengelotaan Keua*grm Dea-
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?ffiffi '
Paragraf Fertama

Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 37
(1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang dipand*ng perlu, dihentuk

Tim Pelaksana Kegiatan Pembedayaan Masyarakatyang dite@kan dengan Keputusan Kepala Desa
sebagaimane tercantum dalam Lampiran ll peraturan ini.

(2) Tin sebaguima'na' dlmaksud pada ayat (?) bertanggung jauaats trepada Kepala Desa.
(3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah

penyu$unan APBDesa.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,

PKK, penrakilan RT/RW, pentrakilaa ketompok masyarakatmiskifi, percmflrEm dan pernuda.
(5) $ebelum melaksanakan kegi&n, tim sehagnimaa dimaksud p& ayat (1) nrenerirna dana kegi#n

dari Kepala Dasa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terirna dana kegidan sebagaimana
brcanfum dahm FormatA Lampiran lll peraturan ini.

(6) Tugas Tim sebagnimana dimaksud parta ayat {1} adalah sebagai berikut :

a. mehksanakankegia&n pemkrdayaan masyaraka{
b. melaporkan perkembangon kegiatan secara lerkala kepada Kepela Dtsa;
c. menyerahkan bukti dukung adminisff€i dan bert*nggung jaurab psnuh atas kebenaan fornd dan

material #s dana kegiatan yang dikdola;
d. setelah kegiatan setesai dilaksanakan, menyeehkan kegiatan kepda Kepala Sesa, dalam berltrk

berita acara sersh terima kegiatan sebagaimana tercantum dalem Format B Lampiran lll
peraturan ini.

raragrraf Kedua
Pencairan Keuangan ADD

Pasal 38
{1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. tahap I (pertama) ebesar 60% {enam puluh perceratus) darijumlah ADD yang diterima desa; dan
b. tafnp ll (kedua) *bmar 40% (empat puluh perceratus) dari iumtah AOD yang diterima desa.

(2) Untuk mencairkaR ker"langan ADD sebagaimana dimd<sud pada ayat (1) l(epala Desa mengaiukan
permohonan kepada Bupati melatui Camat

(3) tserda$Arkan pqrmohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADO ke dalam rdcening $s.dw
yang di$uka df banft #u lem@a k*uangan non bard< yang diteEpkan dengan keputusan kepala desa.

(4) Penyaluran keuangan ADD eri rekening km daerah kepada rekening ks desa dituangrkan dalam
Bertta Affira Penyenalmn AOD yang ditrndatangani obh peiebat yang ditunjuk ohh Bupati sebagai
Fihak Kesatu dan Kepata Desa sehagai Pihak Kedua &serta BFB sebagai saf(si.

{5) Peneiran keuangan ADD pda bank atau lem@H keuangran no* bank s$agaimafia dim*sud pda
ayat (3) dilal(sanal€R sesa bcrtafiap ssuai dengan k*ufuhar.

{6) Pencairan keuangan ADD pada hank dau lembaga ke*,rangan ncn bank sebffi,aimafia dimd<sud @a
ayat (3) menggunakan Surat Perqantar Camatdan SPPU.

Pasal 39
(i) Fencairan keuangan yang dierirna cesa *DD Wrap I (prtama) sebagaimana ormdeuc ddarn Fmai 5g

ayat (1) huruf a dapat dilaksnakan apabila dea sudah menyele*ail€n kffiiiban{<anSiBt, sebagai
berikut
€. pertarggurqjawahan {SPJ) ADD tahun sefue'lumnya;
b. renmra keria pembangunan &a tahun berjatan;
c. hporan keteangan pertanggunglawaban kepala d6$a kepada BPD dilampiil berlta acara

penyarnpaian LKPJ tahun sebelumnya;
d. lapoan reryelenggtrasr pemerintahan desa kepda Bupdi talrun se&dumrrya; dan
e. peraturen desa tenhng Pertanggungjauraban Pelaksarraan APS Deaahhun sebelumnya.

(2) Kepala De*a meqgaiukqq permotonan percairan ADO lahap t (pertama) k€pada fupati *bagaimana
dirn*sud dalam Pasaf 38 ayat (1) huruf a, paling tamH @a akhir bulan Juni tahun hda{an dengan
dilampiri:
a- da&rhartirdan &rita acara rapt musrenbangdes;
b. berita acara percetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang RAPB Desa;
c. peraturandesatentarry Angg*an F€nd@ar dm Be{ania DesTahun berjdan;
d. per*unfrt k#ala d6a Hrtafig PenjaMan APB De$a Tafiun Hialan;
e. keputusan Ke,pala Desa Entang Pembentulean Tim Pelaksama Teknis Fengielola Keuangan Desa

dengnn &r$h *ba$airnarfie lamp{mn lV per*uran ini;
f. kaputusan l(eph ka tontang Pemterfukan Tim P&ksana Kegiahn Pemberdayaan Desa;
g. bmfiervsifikasi permohorun pencairan Bhap I obh fim Pendamping tGcarna&n;
h. pengantar pencairafi keuangan AOn dari Camat
i. copy rekening ka* dea pada bank &au lmrbrya t<eterqan non bank yafig di@kffi kffila desa,

dan dilegalisir otsh Camat
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(3) ,(e$atan yang beresiko se@aimana dimaksud pada ayat (2) huruf i antara lain adalah antara lain
iembetan, bangu*an gedung, bendungan air, senderan dengan ketingghn lebih dsri 2 meter.

(4) Kepala Desa mengajukan prmohonan pencairan ADD Tahq ll {kedua} sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 38 ayat (1) huruf b paling lambat akhir bulan Oktober tahun bedalan dan dapat dicairkan apabila
stsa dana ADD dalam kas paling banyak 10 o/o dari ADD tahap I dan pemerintah desa te+ah
menyelesaikan kenaajiban-ka*ajiban antam lain :

a. memhuat l4oran pertanggungiaurahan {SP.r) ADD tahry l; dan
b. menyanryailen @ran pehksanaan ADD hhap I nehlui musya\rvanh desa.

(5) Kepla Oeaa rcngaiuhn pennohonan pnmiran tahap ll, dengan dilampiri :

a. berib acam dan daftar hadir musyawarah dasa dalam rangka penyarnpaian hporan Belaksanaan
ADD tahep I dengan contoh sebagnimana Lampiran V peraturan ini;

b- lemharverifikad permohonan peneiran tafiap I oleh Tim Perdarnping l(ffinafian;dan
c. pengantar pene{ran keuangan AOD dari Qarrar..

(6) Format permohonan pencairan ADO oleh Keala Desa kepada Bupati sebagrairrana dimaksud pada
ayat {2} dan (4} Ercantum pada Larnpiran M penaturan ini.

- Paragpf Ketiga
Pelalsanaan Belania Desa dari Keuangan ADD

Pasal 40
{1} Sst&rp pongeluaran belanja dma atas beban keuangan ADD harus didukung dengar bukti yang lengkap

dan sah.
{2} Bukti sehageiftBna dii'naksud pada ayat (1} harus dapat dipertanggungiauEbken berdasarkan

kebenaran materiil yang timbuldari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Segala bentuk belanja sebagaimana tersebut pada ayet (2) u.ajib ber@oman pa# Feraturan Bupdi

tentang Standarisasi lndeks Biaya Kegiatar, Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta
Honorarium.

(a) Fengetuaran tcre yang neng*imttan heban keuangan ADCI, ffiak daffi dihkukan sebelum Errcangan
perduran desaEntang APB Desa yang memuatkeuargan ADD dibt4kan menjadi Peratnan Desa.

Paragraf Keempat
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 41
(1) Sisa lebih perhitungan anggaran ($iLPA) tahun anggaran sebelumnya yang hrasal dari ADD

rnerrcakup pengtrernatan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tehun belum
tersekrailkan, dan sisa dana kegiatan hnjutan.

{2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dikarbalikan ke kas d*ii
yang disimpan dalam rekening kas dsa.

{3) Bukti Benyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditunjukkan dalam buku rekening.
(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiabn @a tahun berikutrrya

yang ditmngf,ran &lam dokumen Rincian Penggunaan ADD tahun berkuhya.
, (5) Pelaksanaan kqiatan yang berasal dari SILPA dipertanggungjauaabkan bersamaan dengan ADD Tahap\.y' I talrun berikutny-a.

Panag af l(elima
Kireifikasi Belarja dan Kode Rekening Keuangan ADD

Pasal42
(1) Khsifilcsi behnia deis dari kewngan ADD sesuaidengan kbstftkasi behnja dalam APB Desa-
(2) lftde rekening betanja desa &ri keuangan ADD disesuaikan dengan kode rekening dahm APB Desa.

Pasal 43
' (1) Se,{iap belanja modal yang b,erwmber dari ka ngan ADD harus disertai dengan prtisip*i dau

saadaya masyarakat baik dalam operadonal dard#u dalam pemelihaaan.
(2) Partisipas, €tau snadays mesy'aral*at se@aimena dimaksud pada ay&. (1) dapat berbentuk uang,

mater*at &n/aHu te*aga.
F) NirEi partisipasi atau snadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pa& ayat (2) dihmngkan dalam

dokumen percncanaan kegtatan belanja modal dimaksud.

Pasal 44
Bendah€ra keuangan ADD wajib mem.ungiut paid( penshasilar,r {FPh} dsr p?.iak lai$?ya, dan menyetorkan
seluruh hasil pemungdan ke rekening kas umum daefiah pada bank yang telah ditunjuk.
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Fen$dran # dru{euargar ADD

hd45
(1) Perubdan bMrB & &i kerruqan ADD dapat dihld€n apaUta teridi :

a. keadaen darurat
b. keadaan luar biasa.

{21 l<ee,daan darurat se@airnana dimaksud dalarn ayat (1) sekurang{<urEmgrrya mernenuhi kribria :

a. bukan merupakan kegi#n normal dari aktivikas pemerintah desa dan ffik dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terj,ad, secar€ berulang;
c. berada dilr.er kendalidan pengaruh pemerintah desa;
d. memilkidampak yang siginifikan terhadap anggararn dalam rangka pernulihan yang disehbkan oleh

keadaan darurat.
(3) Keadaan luar biasa sehagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) merupakan keadaan yang rnenyebablen

penerimaan dan/dau pengeluarcn keuangan ADD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50 %
(lima puluh perseratus).

(4) Ferubahan bebnja desa sebagaimana dimaftsud pada ayat (f) dapat dilakul€n setelah nendapet
persefujuan bersama antara f(epa*a Desa dan 8PO serta mendapat pengesahan Camat.

(5) Perubahan belanla desa sebqaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bercamaan dengan
perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Keuangan ADD

Pasal 46
(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausafiaan keuangan ADD sesuai dengan ketentuan

pengelotaan keuangan desa.
(2) PTFKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengnn *urat bukti yang

menidi dasar penerimaan dan/&r pengeluaran atas peld<snaan keuangran ADO dan bertanggurg
jawab terhadap kebenaran materiil dan akiht yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Eagian Keempat
Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuarqan ADD

Fasal 47
(1) Pemerintah desa waiib mernpertanggungiawabkan pengelolaan ADD keBada Bupati ffiuai tafrapan

pencairannya dalam benhlk Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
(2) SPJ ADD dikirim kepada Bupatisetelah diverifikasioleh Tim Pendamping Kecamatan;
(3) SPJ ADD rlr.ejib dilampiri dengan :

a. ffio peh*sanaan kegiatan pemberdayan nraspraka{
b. berita agara penyerahan kegi#n dari Tim Pehksana Kqiatan Pernberdayaan ilhyaralet ke@a

Kepala D*a:
c. berita acara dan dafur hadir musyarurah desa dahm rangil<a penyampaian laporan peldcsanaan

ADD.

O 
(4) SPJ ADD Tahap ll dikirim ke@a Eupati paling lambat tangrgal 1O Januari tahun berikutnys;

Pasal 48
(1) Pengguraan ADD Tahap I dan ll diinfiormasil<an kepada masyarakat melalui rapal papan informasl

danlat*u media lain yang ada di masing-masing dusun.
(2) Format infoimasi sebagaimana dimaksud @a ayat (t) terenhrm ddan Lampiran Ml perafuran ini.

Bagian Keiima
Larangan

Pasal 49
Kepala Desa, perangkat desa dan EFD dilarang mdakukan kegiatan perdagangan, pekeriaan
pemborongan, dan penjualan barang atau jasa atau bertirrdak sebagai penjarfiin atas
kegiatanlpekerjaan/penjualan yang berkaitan dengnn pemerintah deea dan kekayaan milik deea.

Pasal 50
ADD dilarang digunakan untuk:
a. membiayai i (saur) kegiatan yang riidanai dafi 2 {dua) atau iebih sumber dana seperti RPBN, AFBD

Kabupaten/PrEvinsi, APBN, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
b. membangun tempat ib#ah;
c. pembangunanlpemoliharaan fisk dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh

snrash/developr, kec-uali sudah diserahkan kepada desa;
d. pfmbangunan tisik yang pemen&aknnya l(trang dirasakan oleh masy€Ekaumasyarakat miskin;
e. kegiatan-kegiatan yang rnerupakan kepentingan pribali perorrngan atau kelompoUgolongan dan

kegiatan politik;
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f"a: r. xegtffiiyang@p€FrnefusEil(EEtrmgffitrf[l;oaf,
g. pembaytran premiasuransi atas nama indiviilF

BA8 V
PEMEINAAT'I OAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 51
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawaun pengelolaan keuangan ADD yang terintegrasi
dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Eagian Per&ama
Pembinaan

Pasal 52
(1) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat daerah dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputrsan Bupati.
(2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. menyusun kebijakan tentang ADD;
b. menentukan besamya ADO yang diterima desa berdasarl€n runnussn yang tslah diFtapkan;
c. mehkmnalen penyebarluasan infomusi datadan kebiiakan tentang ADD;
d. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan pelatihanlorientasi kepada desa;
e. melakukan kegiahn pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim

Pendmrping Kecanratan ddarn setiap prusstahapan kegi#r;
f. melakukan fasilitasi pernecahan masalah berdasarkan pengaduan masyamkat dan pihak lainnya

dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional;
g. rnemtErikan hpran pengelolaan ADD kepada EuBati.

(3) Dafam rngka pembinaan ADD di tingkat kecamaEn dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan
v. Keputusan Gamat.

t4) Tim Pendamping Keamatan *ebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :

a. Penanggungjawab;
b. Ketua;
c. Fasilitator perencanaan dan penatausahaan keuangan desa;
d. Fasilihtor rekksaruaan kegidan fisik desa;
e. Anggota.

(5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyaitugas sebagai berikut:
a. melaksanakan sosialisasi secara luas rnengenai kebijakan, dda dan informasi tentang ADD;
b. memverifikasi pennohonan pencairan AOD;
c. memonitoring pengelolaan ADD di tingkat dem;
d. meneliti kesesuaian realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian penggunetn

ADD;
e. m€lapofkan pelaksaneerl ADD dail realBasi SPJ ADD desa;
t rnengevaluasi pelaksanaan ADO setiap tahunnya;
g. membuka layanan kotak pngaduan masyarakat;
h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati.

(6) Fasilitrator perencanaan dan penatausahaan keuangan desa sehagaimana dimaksud ayat (4) huruf c
mempunyai uraian tugas sebagni berikut:
a. frcilitasi pe&aksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;\*' b. iasilitasipelaksanaan musyawarah penyusunan RAPB Desa;
c. fasilitasi p@nyusunan Perdes tentang APBDesa dan Peraturan Kepata Desa tentang Fenjabaran

APBDesa;
d. fa$illta$i penyusunan leporan realisasi $eftester pertema APB Desa:
e. fasilitasi penatausahaan keuangan desa;
f. memvertfikasiRAPBDesa;
g. memverifikasi SPJ ADD.

(7) FasiliHor perencanaail kegiatan ftsik desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. meneliti keresuaian retlc,ilaenggartrl biaya{RAB} dan garnbarkegiahn fisik;
b. fasilitasi pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gamhar oteh Camat
c. fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Urnurn cahflg atau sebutan lairanya unh.rk

pengwtran r€r@na angginan biaya (RAB) &n gambar kegl*an yang beresko;
d. meldrsnatcan peninjauan bkssi pembangunan fisik;
e. merueliti kesesuaian reallsasi kegiatan fisk dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar

kegiatan fisik.
(8) Lembar verifikasi permohonan pencairan sabagaimana dimaksud pada ayat (S) huruf b tercantum

pada FormdA Lampiran Vlll Perafuran ini;
(9) Lernbar verifkasi SPJ AOD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g tercantum pada Format B

Lampiran Mll Peraturan ini;
(10) Dalam rangka pembinaan dimd<sud Tim Fasilitesi dan Tim Pendamping mendapatkan anggaran

pondampingan pelakuanaan ABD dari APBD, dongan pombagian anggaran Tim Pandamping
Kecamatan minimal sebesar 65 % dan setebihnya untuk opwasional Tim FasiltBi Datrah.
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Pasal 53

Pengawasan terhadap pelaksanan ADD meliputi :

a. psngau,asan dirakukan oleh lGpala Deea selaku peillegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
datam rangka meningkatkan kineria dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksana kegiatan

b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningikatkan kineria penrerintah desa
dan fansparansi;

c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas
pertanggungjaraban pelaksanaan ADD, yang tierintegrasi dengan pmeriksaan ahs
perhnggun$awahn pengelolaan keuangan desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 54
Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggamn dan biaya,dan/atau teriadi
$elbih kumng, maka setisih kurang temebut dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 55
Desa yang mengaiukan permohonan pencairan ADD T*ap I kepada Bupati lebih dari bulan Juni t*un
berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar tSYo
(lima belas Bersen).
&sa yang mengairkan permohonan pencairan ADD Tahap ll kepada Bupati bbih dari bulan Oktober
tahun berialan, dikenai sanksi perq,uf,angan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar
t5% (ima belas percen).
Desa yang mengirimkan $PJ ADD Tahap ll lebih dari krrggal 10 Januari tahun berkutnya, dikenai
sanksi penguftIngafl juml*h ADD yang di'terima pada tahun krikufrrya sbasar 6% (lima persen).

8AB VII
PENGHARGAAN

Pasal 56
Akumulasi penguemgon nilai ADD atas peneriman sanksi Sagaimana dimdqxrd ddam Pasal 55,
digunakan untuk memberikan penghargaan kepada desa yang bshasil dalam mengidola ADD pada
tahun sebelumnya.
Penghargaan kepada desa eebagaimana dimaksud pda ayat (1) diwujudkan dalam penambahan
jumhh ADD tahun berlalan.
Besamya penarnbahan jum*ah ADD kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatrr dengan
Keputusan tsupati dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Pendamping Kecarnatan.

BAB VIII
KERUGIAN KEUANGAT{ ADD

Pasal 57
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendafiara dan pihakgihak yang brkait langsung dengnn pelaksanaan
ADD yang karena perbuatannya melanggar hukum atau meldaikan kenajihn yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib menggianti kerugian tersebut
Kerugian keuangnn ADD sebagnimana dimaksud @a ayut (r) dise,esaikan sesuai dengan keEntuan
dalam pedornan pengeloban kermngan dan peratumn perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 58
Dengan berlakunya Peraturan Eu6ti ini, maka Peraturan BupatiWonosobo Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksarean Alokad Dana Desa tGbupaten Wonosobo Tahun 2009 {Berita Daerah lGbupaten
Wonosobo Tahun 2009 tlomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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***ro* r*r* *=n h/*. ** *"o, *+
NO. INI}IXATOR BOBOT KEI*ilS TNTERVAL Nlt-At

1 2 3 4 5

Falfiar-falilor utam a
1 Jumlah Penduduk 15 a. > 5817 Jiwa 15

o. 3.421 s/cl 5816 Jiwa 11,25

1.026 s/d 3.420 Jiwa 7,5
d. S,O I.UZC JnfvA 3,75

2 Luas Wilayah 13 a. > 11,19 KmZ 13

b. 7.47 sld 11,19 Km2 9.75

c. 3,74 sld 7,46 KmZ 6,5
d. 0 sld 3,73 Kmz 3,2'

3 Prosentase Pemasukan PBB 6 ) Jumlah Pokok PBB
a. > Rp.90.000.001,- 6
b. Rp. 50.000.001,- s/d Rp.90.000.000,- 4,5

Ro. 10.000.001.- s/d Rp. 50.000.000,- 3
I. U s/cl Kp. IU.UUU.UUU,- 1,5

6 2) Realisasi Pelunasan PtsE

a. Lunas 100 % 6
b- LunasT5 % s/d 99 % 4.5

Lunas 50 % s/d 74 % 3
d. LUnaS < 5U 7o 1,5

4 Kondisi Masvarakat Miskin 5 1) Jumlah Pra KS
a. > 666 KK 5

b. 454 s.d.665 KK 3,75
234 s.d.453 KK 2.5

d. 0 s.d. 233 KK I,ZC

5 2) Jumlah KS 1

a. > 700 KK 5
b. 415 s.d. 7OO KK 3,75

1?9 s.d.414 KK 2,5
rl. 0 s.cl. 12E KK 1,25

5 Letak Terpencil (KeterianEkauan) 3 1) Jumlah dusun
a. >5 3

b. 4 s.d.5 2_25

c. 2s.d 3 1,5

0. u s.o. 1 u,/c
2 2)Jarak dari lbu Kota Kecamatan

a. >15Km 2
b. 11 s/d 15 Km 1.5

c. 6 s/d 10 Km 1

d. 0s/d5Km u,5

2 ) Jarak dari lbu Kota Kabupaten
a. >39Km 2

b. 27 sld 39 Km 1,5

c. 14 Vd 26 Km 1

cl. u s/d 13 Km 0,5

6 Keterbelakangan 7 lumlah Penduduk Usia O - 6 th Yang

Pendidikan tertamouno dalem l-embaoa PAUD
e. A dd 25 o/o 7

b. 260/o sld SOYo 5,25
5A o/o sld 75 o/o 3.5

J. > 75 "/o 1,75

7 Sarana dan Prasarana 2 1) KondisiJalan tanah

Yano Terbatas a. > 75 o/o 2

c- 5O olo sld 75 olo 1,5

26 o/o sld 5O Yo 1

J. U S/O ZC% 0,5

2 2) Kondisi Jalan RolaUBeton/Paving
a. 0 dd 25 a/o 2

b- 26 o/o s/d 50 o/o 1,5

50% sld 75% 1

ld. > Ib."h U,D



b. 61s.d. 90%

50-000.001,00 s.d. Rp 75-000.000,00

25.000.001.00 s.d. Rp 50.000.000,00
0 s-d. Rp 25.000.000,00

a. Ada Musyawarah dan Berita Acara.

JABATAN



2A1A;fanggal :U
KoI DESA

{

Menimbang : a.

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA........
KECAilT4TAN.............. ,KABUPATEN WONOSOBO

NOiilOR : 1431........J...........

TENTANG

PEUBE}ITUKAN TIIS PELAK$ANA KEGIATA!{ PETIiBERDAYAAN T'ASYARAKAT

KEPALA DESA........

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang didanaiADO perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf 1, maka perlu

menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Pemberdayaan Masya rakat;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

datam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentiang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor Aa37); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atias Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
nomor4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor I
);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor .... Tahun 2009 tentang Peneiapan

Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2009 Nomor .....);

9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor..,);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Alokasi Dana Desa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009

Nomor...);
1't. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: tentang Penetapan ADD Tahun 2009;

12. Peraturan Desa ....... Nomor..... Tahun .... tentang APB Desa .... Tahun ...;

1.

2.

Memutuskan .......................\



KEDUA

KETIGA.

KEEMPAT

TugasTim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

a. mernfaeilitasi pelaksanaan kryiatan pemberdayaan masyarakat
b. melaporkan perkembangan kegiatan secam berkala kepada Kepala Desa;
c. rnenyerahkan kegiatan ke@a tQpata Oesa, dalam bentuft Berita Acara Serah Terima

Kegiatan setelah kegEftan sebsai dilaksanakan.

Segala bhya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran
AlokasiDana Deaa (ADD) Tahun 2009.

lGputuean ini mulai berlaku pada tanggal diEtapken.

Ditetapkan di Wonosobo

@atanggal

KEPAI.A T}ESA.
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UFTAR }IATA Til PELAKSATA T(EGTATAH PEreERI'AYAAT{ TASYARAKAT

Kryala Deoa ...................

o
JABATAN



1. Format A tentang Berita Acara Semh Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BERITA ACARA

PEHYERAHAN DANA KEGIATAN PEIIBERDAYAAN iIASYARAKAT
iIIELALUI ALOKASI DANA DESA

DESA...................KECA114T4N...
TAHUITI AItGGARAN ...................

Pada hariini ................tan99a1 .....bulan ... tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

Jabatan : Kepala Desa..........

Dalam hal iniuntuk dan ahs nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatran : Ketua Tim Kegiatan ...................-

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

\-rnal( KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima PIHAK KESATU Dana Kegiatan

.......,........sebesar .....,... ......Rp ... (.............. ........................).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditrndatangani kedua betah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk

dipergunakan sebagaimana perlunya,

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyeehkan)

Kepala Desa

L-rl

2.Format 8.....-........\



PEilYERAHA!{ I(EGIATATTI PETBERDAYAAII ilASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DAi{A DESA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini................tan99a1 .....bulan ... ...... tahun ......, yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. Nama :

2. Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaen Masyamkat

Nama Kryiatrn

Didusun..,.,

Anggaran Rp......................

Penerima Manfaat .......orang/kelompok

L_ Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya menyerahkan
-'kegiabn 

tersebut kepade Kepala Desa selsku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Demikian Berih Acara inidibuat untuk guna seperlunya,

lGpala Desa Tim Pelaksana Kegiatan

1Ketua

2 Anggota

3 Anggota

JF'8,{T,\N PAti*i:



FTi

- 
Lampiran rv : peratrra'n,troror$ilT;fr

Tanggal : 2010

KOP DESA

KEFUTUSAN KEPALA DESA........
KEGAMATAN.............. .KABUPATEN I'YOT{OSOBO

NOTSOR : t43I........ .1...........

TENTAHG

PEI,IBENTUKAN ilM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

b.

1.

3.

4.

KEPALA DES4..............!r. r.....r,

bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan untuk
melaksanakan ketenfuan pada Per:aturan Kepala Oesa ....... Nomor ....
Tahun ... tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

perlu ada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a,

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan

Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ......................;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan PnopinsiJawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20O4 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 },lomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 44371 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan

Perfrumn Pernerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan

anEra Pemerinhh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 44.38);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4587);

Pemturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Desa ....... Nomor..... Tahun .... tentang APB Desa .... Tahun

rJ\_-,

7.

8.

Memutuskan ..................\



J

Menetiapkan
KESATU

KEDUA

KENGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

v
MEMI.trUSKAN

Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

Tugas Pemogang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Deea sebagaimana

dimaksud diktum KESATU adalah bertianggung jawab atas pengelolaan

keuangan desa.

Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Oesa sebagaimana

dimaksud diktum KESATU meliputi:
a. menyusun dan melaksanakan kebiiakan pengelolaan barang milik Desa;

b. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, perubahan

APlDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;

c. menyusun raneangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB-
Desa, penajabaran perubahan APB-Desa dan penjabaran

pertanggunglawiaban pelaksanaan APB-Desa;

d. menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APB-Desa;

e, menyiapkan pedoman pelaksanaan APB{esa;
f. menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik desa;
g. mengetahuiSPPU.
Tugas Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

a. menyimpan dan mengeluarkan uang pada kas desa;

b. melakukan pembayaran atas belanja desa berdasarkan SPPU;

c. menyimpan seluruh bukti pembayaran atas beban belanja desa;

d. melaksanakan sistem akutansidan pelaporan keuangan desa.

Tugas Pengelola Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU

meliputi:
a. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik desa.

b. menyusun anggaran pengadaan barang milik desa

c.

d.

e.

f.
g.

h.

melakukan penyimpanan barang milik desa
melakukan pemeliharaan barang milik desa

melaksanakan tiatia usaha barang milik desa

melaksanakan penilaian terhadap barang milik desa
melakukan pengamanan terhadap barang milik desa;
menyusun rencana penghapusan dan/atau pemindahtanganan barang

milik desa.
Tugas Pemungut Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU
meliputi:
a. melakukan pemungutan penerimaan desa;

b. melakukan penatrausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyebran
atas penerimaan desa;

c, mempertanggungjawahkan atas pengelolaan uang yang menjadi

tanggungjawabnya.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya lGputusan ini dibebankan

dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran...........
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

KEPALA DESA.

Lampiran ....................\
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DAFTAR TIITA Til PGL/IKSAI'IA TEXH}S PETrcELOLA KEUAHGIN DEgA

lGpa{a Desa

f-,
\-

NO. I{ATA JABATAil JABATA}I DALAN Tffi
1 lGpala Desa Pernqnng Kekuasaan

2 Selffetarls
Desa

Koordlnator Pelaltsana Pengelolaan Keuangan Desa

3 Bendahara thsa
4 Pengeloh Barang Milik Desa

5 Pemungut Penerimaan Desa
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BERfTAAqARA

PEHYATPAIAN LAPORAII PEI..AKSANAAI{ ADD TAHAP ....
DESA...................KECAmATAN...

TAHUN ANGGARAN ...,.....,......,,,

Tr{S'': 20.fi0€.rr=+5.+qr

/

1. Nama

Jabatan : Kepala Desa..........

$ehku Pemegang Kekuasaan Pengelolmn Keuangan Desa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

Jabatan : Ketua BPD....................

" Dalam hal ini untuk dan atas nama jabetannya selanjutnye disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan iaiaran pemerinEh desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan ADD

Tahap ... kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan ......, dengan danasebesar Rp .........

2, Kegiatan .... dengan dana sebesar Rp .,,

3. Kegiatan .... dengan dana sebesar Rp ......

4. Kegiatan .... dengan dana sebesar Rp ......

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk

dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD.....................

PIHAK KESATU
Kepala Desa

!^nAT'tl,t+1"\Nrr{ I stl{

{::i]ili $[:1{1},ft
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Tanggal : 2010

KOP DESA

Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

143t Kepada

Yth. Bupati Wonosobo
cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
lGbupaten Wonosobo

: Pcmlpnen Psnvalumn ADD Lewat Camat

Memperhatikan desa telah mernenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

SPJ ADD tahun .....
Keputusan Desa tentang RKPDesa.

LKPJ tahun ...
LPPD tahun ...
Perafuran Desa tenhng pertanggungjawaban APBDesa tahun ...

Dengan hormat mohon penyaluran ADD kepada Desa ......... Tahap ,.. sebesar
Rp ................ pada rekening desa ......... Nomor .. atas nama

Sebagai syarat pencaimn kami melampirkan sebagai berikut :

Perahlran Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran... (tahun berjalan);
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran.........
(berjalan);
Daftar hadir dan berita acara rapat musrenbangdes;
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa;
Kepufusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembedayaan Desa;
Pengantar pencairan keuangan ADD dariCamat;
Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang
ditetapkan kepala desa;
Copy Nomor PokokWajib Pajak (NF\A/P); dan
Rencana anggamn biaya (RAB) dan gambar.

Demikian untuk menjadikan periksa, aEs terkabulnya permohonan ini, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

A

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

L
g.
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Lampiran Vtl : Peraturan BupatiWon(
Nomor : Tahun201(
Tanggal: 2010

INFORT'IASI REALISASI DAN PENGELUARAN
ALOKASI DAI.IA DESA TAHUH.....

Tahap Ull
DESA
KECAMATAN
Tahun Anggaran

Mengetahui :

KEPALA DESA

i&

dl
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J
tl
.;t I

&t
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d
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Sekretaris Desa
selaku PPTKD
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{
{
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I1. Format A Lembar Verifikasi Permohonan Pencairan Tahap

DESA
KECAiiATAN

LEUBAR VERIFIKASI PERTiOHOiIAT.I PEI{CAIRAI{ TA}IAP I

Kesesuaian nominalADD dengan SK Bupati

ADD Tahap II tahun sebelumnya

Perdes Pertanggungjawaban APB Des tahun

1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa

1 Tanda tangan asli dan tidak dirckayasa

3 Kelengkapan Lampiran I s.d. Xl

4 Kesesuaian peftitungan belanja antarlampiran

5 Penganggnran SILPA tahun sebelurnnya

2 Kesesuaian perhitungan belanja antar lampiran

Penggunaan Rincian Penggunaan Dana ADD
eeeuai pedoman

4 Belanja sesuaidengan indeks harga

Kepala Desa tentang Pembenfukan
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan

1 Jumlah anggda tim

2 Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo direkening

1

?

3

4

5

tr

TIiI PENDAIilPING KECATiATAN
Penanggungjalab

Ketua
Fas. Perencanaan dan Penatausahaan Keu

Fas. Pelaksanaan Keg. Fisik Desa

Anggota
Anggota
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JENIS YANG DIVERIFIKASI

Belanja Kegiatan Penanganan Kemiakinan&
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Belanja Kegiatan
Pemerintahan

1 Kesosuaian lamplran dcngan ketentuan

Foto fisik dan kegiatan

(bantuan, pelatihan)

Acara Serah Taima Kegiatan dari
pemberdayaan masyarakat Pelaksana
Kegiatan

anda tangan asli dan tidak direkayasa

pengelolaan ADD kepada
tengan asli dan tidak dirckayasa

musyauarah penyampaian
pengelolaan ADD kepada

Tanda tangnn asli dan tidak

3 Dihadiri oleh penrakilan maeyarakat Essuai

1 Borapa papan informasi di d6sa

l
i
i'

. L,l,r ,\ I ,. 'i
ir
1

1

2

3

4

5

6

TIM PENDAIiFI}{G KECAMATAH
Penanggungjawab

Ketua

Fas. Perencanaan dan Penatausahaan Keu
Fas. Pelaksanaan Keg. Fisik Desa

Anggota

Anggota


